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Abstract

Crenerally speaking, toduy in the informal sector (pedasang kaki lima) de not
helieve that the policy of the Padang City Government contribute posivivite to their

fneame, In their undersianding, the clty governmeni interest Is Umired 1o create

arder in the marker place by wavs of jorce, and to gain locally devived income

(PALY fram the market place. Withoma protecting the interest of traders in the
informal secior. The Podang city government should have consistant policies that

are infuvonr of the informal iraders,

1. Pendahuluan

Lesunva perekonomian  di
sektor formal menambah  maraknva
perkembangan  ekonomi di sektor
informal. Kreatifitas dan keuletan para
pelakue ckonomi seklor ini patut dipuji
meskipun  hasilnva hanya sekedar
untuk menvambung nvawa. Dari hasil
pengamalan penulis di kola Padang.
warung-waruny  makan, penjual
gorengan  tumbuh  semakin  hanvak
dalam kondisi krisis ckonomi saat ini.

Crambaran  hasil  pengarmatan
tersebul memberikan pelajaran kepada
Kita bahwa memandang scktor
mnformal hanva sckedar komplemen

I7h

bapi scktor formal oleh karena ity
tidak perlu dibina sccara lebib serios
adalah pemikiran vang tidak realistis
dan mengahaikan kenyataan vang ada.
Penekanan pada pembangunan sektor
lormal pada masa Orde Baru telah kita
libat menimbulkan berbagai
ketimpangan struktural wvang
menyebabkan krisis ekonomi
berkepanjangan, Kebijaksanzan vang
mengabaikan sekior informal karena
sifatnyva yang selalu dianggap merusak
pemandangan  dan  mengganggu
ketertiban kota harus diubah,
Fandangan tersebut mengingkari
kenyataan hahwa pertumbuhan
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ekonemi Nidak hanya dibitung  dari
pendapatan dari sekior formal
melainkan juga dari sekior informal
Sumbangan Tenaga Kerja Indonesia
vang bekerja sebagai pembantu rumah
tangga keluar negeri untuk tahun 1998
menuret laporan Menter: Penerangan
mencapai 3 milyar USS. Ind
merupakan  sumbangan  vange  tidak
kecil bagi negara di masa  krisis
ckonomi  saat  imi apabila  kita
bandingkan denpgan pinjaman dari IMF
vang hanya 7,89 milyar US§.
Memberi kesempatan
berkembang  kepada para  pelaku
ekonomi di sektor informal pada
dasarnyn merupakan pelaksanann asis
pemerataan  untuk  mendapatkan
kesempatann Kerja  dan  pendapatan
wang lavak bagt rakvat. Bagaimanapun
tidak semua rakyal., karcna
keterbatasan  Kemampuanya, mampu
memasuki sektor formal. Usaha vang
dikerjakan  berdasarkan  kemampuan
dan kemandirianys harus dibargai dan
dihormati sebagai bentuk penghargaan
pemerintab terthadap tekad penduduk
untuk tidak terpantung pada orang lain
atan  pemerinlah.  Adalab  tugas
pemerintah  untuk  mengatur  secara
proporsional tanpa harus  mengpusur
keberadsan sektor ini apar  tidak
menggangey  keterliban umum dan
lalulintas.  Karcna, akan kelihatan
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lidak manusiawi, apabila dengan
alasan kctertiban, pengpusuran
dilakukan tanpa memberikan alternacif
pemecahan persoslan yang dibadapi
oleh  rakyat kecil. Rakvat kecil
ditiarkan  kelaparan dan  mengatasi
masalahnyva sendiri.

Apa vang bisa diperbusl oleh
pemerintah  untuk  mendorong  dan
mengatur agar pechembangan sckio
ini tidak mengpanpgu  ketertibun
umum, adalah  dengan memberikan
tempal berusaha vang seswad dengan
sifat dari sektor ini dipandang sebagai
komplemen dan bukan subsitusi dari
scktor formal. Kebijakan lain tenw
saja adalab menyediakan kredit murah
dtau kalau dimungkinkan tanps bunga
dan  anggunan  vang  memberatkan.
memberikan pendidikan dan
ketrampilan  kepada parn  pelaku
chomami, serta penpembangan sumber
daya dan tekpologi vang menunjang
sehlor ink. Kebijakan  yang  paling
penting  dari  semua  itu  adalah
mengubah  sikap  pemeriniah yang
selama  ini memandang  sektor  ind
sebagal lawan, sumber kekacauan dan
ketidaktertiban  menjadi sikap  vang
mendukung  pertumbuhan sekior
informal,

Beberapa kebijakan
permeriniah yang  dipandang  justro
akan merugikan perkembangan sekior
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informal harusx dihilangkan,
Kebijakan pemerinigh  daerabh yanp
memandang  sektor informal sebapai
sumber pendapatan ashi dacrah {PADY
melalui penarikan  retribusi,  kalau
tidak  hati-hati  dilaksanakan. akan
menyebabkan  matinva  sekior i,
Kenaikan retribusi vang tinggi hanya
demi  mengejar target  pencapaian
pendapatan daerab unuk memenuhi
Anggaran Pendapatan  dan  Belanja
Daerah (APBD) akan dapal
menyebabkan para pekerja di sekior
ni tergusur (Sulrisno, 1997 ). Kasus
para pedaganp leschan di jalan
Malioboro yane dikenakan pajak yang
tinggl menyebabkan para pedagang
"eudek” vang berasal dari rakval yang
bermodal kecil tergusur aleh pemodal
besar. (eh Kkarens itu dalam
menetapkan pajak, pemerintah harus
memperhitungkan pendapatan riil si
pedagang  dan mampu  memberikan
pelayanan seperti pemelibaraan
kebersihan  dan  keamanan pada s
pedagang.

2. Masalah Penelitian

Eaebijakan deregulasi ckanomi
vang akan menimbulkan  masalah
persaingan vang tidak sehat amarn
modal kuat dan pedagang keeil harus
ditakukan secarn cermat, Munculnya
pasar swalavan di tengab-tengah pasar

[ 78

tradisional 1elah banvak
menyingkirtkan para pedagang  keeil
kedacrah pinggiran  vang  kurang
strategis  schingga  menurunkan
pendapatan mercka,

Disamping ity memperlakukan
para pekerja di sekior informal sccars
sewenang-wenang tanpa memberikan
alternatif pemecahannya  akan
menimbulkan perlawanan yang akan
merugikan perkembangan
pereckonomian nasional,  Fesistensi
para pedagang kecil merupakan
gambaran hubungan vang tidak baik
antara pedagang dengan pemerintah.
Gambaran  baghwa pemerimah hanva
mampu  menggusur  tanpa  dapat
menolong  mengentaskan  para
pedagang dari persoalan ckonominya
secara kumulatif telah meovebabkan
resislens] tersebut. Kasus
mengamuknya pars pedagang VCD
bajakan di pusat perdapangan
elektronik Harco Glodok Jakarta pada
tanggal 13 Mei 2000, terlepas dari
unsur  politix  yang  melingkupinya,
mertpakan cerminan darl kebijakan
pemerintah vang tidak memperhatikan
rakyal kecil, Para pedagang VI3
eceran yang hanva berdapang uniuk
sekedar  bertaban hidup merupakan
korban permainan para pembajak vang
Justri tidak  pernah  disentub oleh
aparat pemerintab,  Kasus  tersebut
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kemudian menimbulkan traoma bapi
para inveslor asing untuk
menanamkan  moedalnya dan juga
mempengaruhi  nilai tukar  rupiah
terhadap dollar.

Kasos  Matahari Deparlemen
Store di Pasar Raya Padang  telal
dikeluhkan oleh para  pedagang  di
Pasar Rava Padang scbapai penvebab
menurunnva  oplah  penjualan dan
pendapatan mercka, Untuk o
pemerintah harus  lebih - memahami
bahwa modernisast perkotaan bukan
sebatas membangun mall ataw plaza
letapi  harus  diartikan  sebagai
pemberian tempat vang lebih banvak
bagi sektor  informal pada strakiur
ckonomi perkolaan yang merupakan
sumber  kehidupan  scbagian  besar
rakvat kecil.

Pedagang  kakilima temmasuk
salab stue dan seclor informal yang
banvak berkembang disekitar
maraknyd pendirion pasar swalayvan di
kota-kota besar, [ Pasar rava Kota
Padang, pedagang kaki lima masih
menampakan keberadaanva meskipun
telah  berdiri departemen  store
Matahar. Bahkan justru  semakin
marak., Hal ini menimbulkan
pertanyaan apa kebijakan pemerintah
kota 'adang untuk  pedagang sekior
informal? bagaimana dampak
pensrapan kebijakan tessebut terhadap

pedagang  sckior informal di Kota
Padang? Bagaimana hubungan antar
aktor-akior yang terlibat dalam
perdaganezan di sektor informal
dengan pemerinab  kota  Padang?
Strategi apa vang  digunakan  olch
pedagang v sector informal untuk
mempertahankan eksistensinya dalam
persainpan bisinis vane semakin ketal
di Pasar Raya Padang”

3. Tinjauan Pustaka

Konsep  scktor  informal
pertama kall dikemukakan oleh Hart
kettka 1 menjelaskan kesempalan
kerja yang dapat dimasuki olch para
mipgran di daerah perkotaan.
Menurutnyva kesempatun memperoleh
pekerjaan di kota dapat  diperoleh
melaln sektor formal. sekior informal
vang syah dan sektor informal yvang
tidak syah. Sekior informal vang tidak
syah dalam hal sektor-sekior vang
berkaitan  dengan tindak  kriminal.
ketiga  sektor tersebut  banyak
berkembang  di  daerab  perkotaan,
meskipun bukan berani di perdesaan
tidak ada.

Apa yang dimaksudkan dengan
sekior informal, beberapa ahli masih
belum sepakat untuk mendefinisikan.
Pengertian yang selama ini
berkembang  hanya didasarkan  pada
ciri-ciri yang melckat pada sekuor
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tersebut, (leh karcna itu setiap kita
mendefinisikan  vang  keluar  adalah
pembatasan berdasarkan ciri-ciri vang
melekat  dalam  sekior  informal
terschbut,

Sementara itu. Jan  Breman,
mencaba menelusurt konsep  sektor
informal melalui  konsepsi  Bocke
tentang  dualisme ekonomi
diperkotaan.  Menurutnva  sektor ini
merupakan  manifestasi  darl  teor
dualisme Beoeke tersebur,
Perekonomian  pasar di kKota  vang
biasanya kapitalis dan perekonomian
subsisten di pedessan  dengan  ciri
utama produksi pertanian vang statis,
Kedua sistem vang dualistis tersebut
bertemu di kota sehingga
menghasilkan scktor informal vang
tradisional dan  sektor formal yang
modern. Sementara il Hart membag)
kegistan ckonomi menjadi  sekior
informal dan  sektor formal
berdasarkan keteraturan cara  kerja,
hubungan dengan perusahaan, curahan
wakiu, dan status hubkum,

Sektor informal vang lahirnya
tidak dikehendaki dalam  konteks
pembangunan ekonomi, karena
dianggap merupakan produk
sammpingan dan pembangunan sekior
formal. mempunyval  sifal-sifa vang
memang bertentangan dengan scktor
formal. Hal ini tentu saja  dapat

ien -

Walyu Pramone

difahami mengingm  sektor tersebut
tidak ditata secara khusus oleh
pemwerintah. Sifat-sifat sektor informal
vang mencerminkan adanya
pertentangan  dengan  sektor  formal
tersebul antara lain:

a. Drart sisi pemasaran, transaksi
tawar menawar diluar sistem
hukum formal dengan afinilas
sostal budava lehih menonjol.

b, Terilaku sosial pelaku
berhubungan crat  dengan
kampung dan daerah asal,

¢, Merupakan  kegiatan  illegal
schingga selalu  lerancam
peneriihan,

d.  Pendapatan para pelaku
ckonomi seklor ini syah tetapi
disembunyikan dischut black
ekonomt atau  underground
ckonomi.

e. Hecars umum dipandang
melakukan peran  periferal
dalam ekonomi kota dan
beraneha ragam kegiatan.,

I Dalam menjalankan usaha
lerjadi persaingan ketat
durary para pelaku ckonami
di sekiar ini.

g, Kebanvakan berusaha sendiri,
tidak terorganisir, keuntungan
kel

h.  Kepiatan ekonomi & sekior
informal tumbeh dari rakvat
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I

miskin dikerjakan aleh rmkyatl

miskin, dan sebagian

konsumennya adalabh  rakvat
miskin,

Terfepas dar scmua definisi
atau  ciri-ciri tersebut diatas
keberadaan  sektor nlormal  sudah
menjadi schuah realitas sosial vanp
ada dalam kehidupan masvarakat. Hal
ini  berarts hahwa menpgabaikan
keberadaanya justru akan mempersulit
kita dalam memecahkan persoalan-
persoalan  ckonomi vang sedang
dihadapi oleh masyvarakat ila sendirt,
Keberadaanva yang banvak menjadi
harapan rakyat klas bawab sebapal
lahan mencari pafkah  merupakan
tantangan bagl pemerintzh  untuk
menjadikan sckior ini sebagai bagian
dari sistem perekonamian nasional,

Perkembangan seklor informal
di  perkotazn tidak terlepas dari
periumbuhan penduduk vang cepat di
daerah perkotaan tersebut, Urbanizasi
merepakan salah satu penyvebab dari
berbagal sebab semakm berkembang
sekiot informal di perkotsan, Paling
tidak tlerdapatl dua alasan utama yang
dapat menjelaskan 1terjadinva
peningkatan  jumlah  pekerja  sekoor
informal di negara-negara
berkembang. Alasan pertama,
dikemukakan oleh Prebish {1978,
|981) wanz menvaizkan bahwa

pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak
seimbang antara dacrah perkotaan dan
perdesaan  menyvebabkan  terjadinya
“urbanisasi vang prematur” {prematur
urbanization) dan “deformasi
struktural"  (structural  deformation)
dalam ekonomi {dalam Sasono. 1980),
Terjadinya proses pertumbuhan
peralihan tenaga kerja vang pindah
dari daerah perdesaan ke perkotaan
tidak dapat ditampung secara berarl
dalam sektor indestri.  Akibatnva
deformasi strukiural secam drastis dan
meluas terjadl pada sektor jasa dalam
penyerapan tenaga kerja. Keadaan ini
terjadi bukan diakibatkan olch adanya
perminlasn yang melonjak akan jasa-
jasa di sekior industri, lelapl semata-
mata disebabkan oleh
kelidaksanggupan  sektor  industri
menyerap  tenaga  kerja. Fenomena
milah yang menvebabkan terjadinva
premature  tertiarization of non-
agricultural labour lorce vaitu
peneyerapan lenaga kerja secara
premature (tergesa-gesa) dalam sektor
JEER

Ketidakmampuan sektor
industri menyerap tenaga kerja
disehabkan oleh dua faktor. Pertama
ialah kapasitas akumulasi yang relatif
rendabh  dalam sektor industri yang
disebabkan oleh banvaknya sumber-
surmber investasi vang dialokasikan
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kepada produksi barang-barang
konsumsi mewah, sehingea  surplus
vang dikonsumst tidak dapat
dizlekasikan untuk perluasan
produksi. Faklor kedoa, karena
penggunaan teknologl padat modal
dalam scktor industei. Teknologi ind
tidak menjurus pada peningkatan nilai
tamhah per pekerja tetapl malah
menurunkan. Tidak tampilnya peranan
sektor  industri  dalam  penverapan
temaga  kerja secara  berasti, dapat
diketabun  dari  statisnva  persentase
tenaga kerja  sektor industri dari
reseluruban tenaga kerja scktor
pertanian.  Sementara itu perseniase
tenaga kerja di  sektor jasa  dard
keseluruhan pekerja di sektor non-
pertaman memperlihatkan peninekatan
yang cukup ajam.

Alasan  kedua vyang dapat
digunakan wuntuk menjelaskan
lerjudinya peningkatan jumlah pekerje
disektor  informal i nepara-negara
sedang berkembang adalah tesis vang
dikemukakan oleh Tokman {1982
vaitu  berpanpkal pada  adanva
perbedaan  produktifitas wvang
menvilok antar sektor dan imra sekior
vang telah mengakibatkan terjadinya
"keragaman  struktural”  {structural
heterogenity).  Sebagar negara vang
terlambat dalam memasuki program
mdustinialisasi, penggunsan teknologi

1852

padat modal bagi negara-negara
berkembang mengakibatkan
penciplasn  lapangan kerja  menjadi
relatif mahal,  Produktifias  dari
keselurubhan  faktor produksi © hanyva
dapat  dilskukan dengan imensitas
madal vang lebih tinggi. Selain proses
produks: sepertt g lklak menverap
tenaga kerja, Kegiatan industri vang
oerproduktifitas  tinggi  telah pula
menyvaingl  kegiatan  industiri  vang
berproudktifitas  rendah. Hal ini
mengakibatkan kesenjangan
produktifitas antor seklor dan intra
sektor menjadi  bertambah lebar.
Proses “keseragaman  strukioral
{structural homogenity) dalam
pengertian produktifitas seperti vanp
lerjachi dalam  sejarah  pertumbuhan
ckonomil  negara-negara maju, lidak
menmjadi kenvalaun i neparz-negara
berkembang  (Tokman, 1981
Kesenfangan produktifitas  ini
menjelma, antarg  lain  disebabkan
karena banvaknya usaha-usaba kecil
formal wvang tulup sclama  ini
beroperasi, dan banvak orang-orang
yang tersingkir aian terlempar  dari
kegiatan  produksi ink kemudian
memasuki sektor infermal:
lersinpgkirnya  mercka darl Kegiatan
produksi  di sektor formal  juga
disebabkan tidak sangpupnya mercka
memperbaiki produktifitasnyva. Hal i
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dikarenakan mercka tidak mendapat
kesempatan dalam memperoleh modal
kewsnzan (Ramos, 1980,

Hubungan antara sektor
informal dan sektor tormal nampaknya
sulit uwntuk  dipisshkan,  Keduanyo
merupakan sckior ckonomi  vang
saling mengisi Ketika salah satunva
tidak dapat memenuhi kebutuhan akan
meiluapnya  tenaga  kerja.  Kondisi
tersebut  dapat  disebabkan karena
secara ckonomi  sektor  mformal
memanpg tidak mampu lagl
menampung tenaga kerja vang ada.
tetapi juga karena perscalan-persoalan
sosial vang menyebabkan bangkrulnya
sektor formal. Luapan lemaga kerja
tersebut  pada akhirnya ditampung
aleh sektor non formal.

Gambaran hubunpan vang erat
antara cktor formal dan informal
tersebut aleh para ahli ekonomi dilthar
dari dun seg1 pandanpgan,  Pertama,
balwa keberadaan dan kelangsunpan
perluasan  sektor  informal  diterima
schagal fase vang harus ada dalam
proses  pembagunan.  Dampzk  dari
pembangunan  harus  melewati  lase
tersebul dimana sektor formal pada
lase terlentu tidak mampu  untok
munAmpung semua lenags kerja yvang
ada. Olch karcna itu fungsi sektor
informal adalah sebagai penyangpa
{buffer zone Scktor  informal
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dipandang scbapal wadah persemaian
benib-henib  kewiraswasiaan  vang
diperlukan dalam mendorong
muncuinya kelompok pengusaha
pribumi vang sanpal diperiukan dalam
mendorang  pertembuban ckonomi
Kota-kota d1 nepara-negard
berkembang (Me Gee, 1973
Marumbar, 1976; Sethuraman, 1985
dalam Effendi. 1996)). Dalam artian
vanpg demikian maka sekior informal
merupnkan gejala vang positin bagi
perkembangun ekonomi kota, Melahn
sektor tersebut diharapkan para migran
dapat ditempa kemampuan
berwirnswasta schingpa pads akhirnva
mercka mampu  memasuki  sektor
tormal, Sebagai sebuash Tase dalam
proses pembangunan maka
keberadasn  scktor ini tentu  harus
dicarikan jalan keluar pemecahanya.
Pandangan kedus melibat
hubungan antara sektor informal
dengan  formal sebagai  hubungan
ketimpangan  struktural.  Artinya
stratcgl  pembangunan  yanpg  salah
menyebabkan ketimpangan struktural
vang menimbulkan dua  kepiatan
ekonomt tersebut. Pembenahan dalam
hal ketimpangan strukiural tersebut
akan dapat menghilangkan scktor
informal. Pandangan vanp terkahir ini
nampaknya merupakan pandangan
vang tidak melihat kenvataan. Di
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negara  manapun dalam  kenyataan
sektor nformal tetap ada, meskipun
kelimpangan struktural tidak lerjadi.
CHeh Rarena ilu persealan vang perlu
dipecahkun adalah  bagaimana apar
sekior informal menjadi  kegiatan
chonomi vang tidak menzganggu atau
meptmbulkan masalah-masalah sosial
lainnyva.

masone (1980} mencohba
mendudukan hubungan antara sektor
formal dan informal tersebutl melalui
Lpn  pendekatan.  vaite  pendekatan
otonrom,  pendekatan  integral,
pendekatan  alternatif. Dalam
pendekatar ctonom.  sektor  informal
dipandang sebagai sektor vang khusus
bergerak dalam nevediakan pekerjaan,
Barang. jasa uniuk  polongan
herpendapatan repdah  terutama di
duerah perkotaan. Sektor ini dianggap
sangat  efisien dan  mempunvai
keunggulan komparstif yang  tingai,
Tenaga Kerja digunakan sccara
maksimal tanpa  memerlekan faktor
modal  dan devisa  banvak. Secara
singkat  sektor i otonom  dari
berbagal faktor-faktor vang melekat di
sektor formal. Dengan kata lain sektor
mwariirt, dark. oleh dan wmuk ckonomi
klas rendah.

Pendekatan  integral melihan
sekior informal dianggap mempunyai
kaitan  crat  dengan  sekior  formal.

fhd
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Kaitan ini dapat hbersifat
komplemenier dan juga bersifar
eksploitatif terhadap ataw  bagi
perkembangan  sektor informal.
scdangkan pendekatan  alternatif
menganggap bahwsa ada sebagian dari
kegiatan sektor informal vang dapat
bersifat otonom dar keziatan scktor
formal, Sektor informal memiliki
beberapa  timgkat  otonomi.  karena
scktor int secara internal dapat
memenuhi  kebutuhan sendiri untuk
sejurniah barang tertentu.

4. Metode Penelitian.

Duta dikumpulkan  dengan
mengpunakan teknik Ruesioner dan
wiwancara  mendalam  dengan  para
pedapang kaki lima, pedagang
tradisional, petugas pemeriniah,
pengurus  Pasur FRaya Padanp..
wawancara dilakukan dengan
menggunakan  pedoman  wawancara,
Informan ditentukan secara purposive
varlu kepala Dinas  Pasar Padang,
sedangkan responden yang  diminia
untuk mengisi kuesioner sehanvak 38
pedagang kaki lima yang tersebar di
herbagal lokas: di Pasar Raya Padang,

Lrata dari informan dianalisis
secara kualitatif dengan mengpunakan
pemahaman interpretative, sementara
data dari kuesioner akan dianalisis
secdra kuantitatil dengan mengunakan

Jurnal Sosivlogi SIGAT Vol. VI, No, 11, September 2003



Dampak K Eﬁljukﬂﬂ Pemba Tﬁrhadnp Pﬂdﬂgﬂﬂg Kaki Lima

angka persentase. Sedangkan lokasi

penelinan  dilakukan i
Koota Padang,

sar Hava

5 Hasil Pemelitian dan
Pembahasan
51, Karakteristik Pedagang
Sektor Informal i Pasar
Hays Padang,

Masvarakat Minangkabau pada
dasarnya adalah masyarakat pedacang.
Kegiatan berdagang bapi masyarakad
Minanghkabau tidak hanya mempunyai
makna ekonomi tctapt juga
mempunyal makna kultueal, Adasya
makna kultural berdagang berkaitan
eral  dengan  kewajiban laki-laki
dewasa Minangkabau  umuk  perei
merantau ke luar  daerahnya, Oleh
karena itu menjadi pedagang kaki Hma
bukanlsh merupakan  kepiatan yanp
memalokan bagi masyvarakai
Mimangkabau. Berdagang merupakan
cerminan  dan kemandirian  vang
merupakan watak arang Minangkabau,

I"asar Rava Padang merupakan
pasar sentral bagi  masvarakar  kota
Fadang dan merupakan pusal
kota.sepals  Kendarsan umum  dars
berbagal penjuru kota Padang  menuju
atauw melewatn Pasar Rava tersebut.
(leha karena ilu tidak anch apabila
banyak para pedagang memusatkan
kegiatanya di Pasar Raya tersebut,

Wahrn Pramomn

SR N e b

Jenis dagangan para responden
kebanyakan (36%) adalah makanan
kecil, hal ini dapat  dJifahami
mengingat jenis dagangan ini ceps
laku dan dapat memberikan margin
keuntungan wvanp lehil besar.
dibandinpkan dengan jens doagangan
lainya, meskipun resikonsa jupa lebih
besar karema cepal bast Disamping
iy, jems dagangan ini juea mudah
dibuat sendiri dengan bahan  dasar
vang mudah didapat i Pasar Rova
Padang. Sedangkan 1074 responden
berdagang kosmetik, e berdasing
tas atau sepatw, 0% berlopang Ol
VI, atau kasct, dan 4% herdaseang
Roran, buku. majalab. @t maingen

Kebanyakan (32%0 doganusn
dipasok oleh box,  parn pedogang
hanva menerima sajn barang
daganganya untuk dijual, sooila resiko
vang lerjadi terhadapy barang
dagangan  tersebut  ditaneeeny  aleh
bos. P'edagang kaki lima jenis uu
biasanya adalah pedagang haser i
VO Sementara 30%. responden
membeli  dagangaoys  Jduri prosic
Pedapang jems ini biasanya adalah
pedagang  kelontong, sedangan 30%
responden membuat  sendinn basang
daganganya, pedagang jenis bismna
adalah  pedapang makanan  siae
mainar.

Sebagal pedagang kecil. para
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pedagang kaki lima kebanvakan (48%)
mengeunakan modal sendiri ketika
memnlal  berdapang, Hanya  sedikit
{0%) vanp memanfaakan pinjaman
Bank untuk memulai usahanyva. Hal ini
memperlihatkan bahwa para pedapang
kaki lima memang belum tersentuh
aleh kebijakan  perbankan  dalam
mengembangkan usahanya, Meskipun
terdapat  berbagal  pakel  perbankan
vang ditujukan untuk para pedagang
keeil akan tetapi pampaknyva masih
belom  dapat  dinikmati oleh  para
pedagang kaki lima Ketergantunpan
terhadap orang lain baik iu keluarga
dtau orang tuanva sertd  bos
nampaknya masih cukup besar dalam
mendapatkan modal  usaha. Empat
belas  persen  responden  mengaku
mendapatkan modal wsabha  dari
saudara, orang tua, wtag mamaknyi,
sedangkan 3% responden dimodali
oleh bosnya,

Meskipun 30%  responden
dimodali oleh bos, dalam  sistem
renetapkan  harga jual barang, pars
responden tidak terikat oleh bosnya,
System penetapan harpa jual barang
kebanvakan (38%) ditetapkan
berdasarkan persentase terhadap harga
belinva, 8% berdasarkan tawar
mengwar, sedanghan 34% menelapkan
harga pas, Keuntungan wvang
ditetapkan oleh para responden

180
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Wahvu Pramone

kebanvakan (78%) adalah 30% dari
harga beli barang. Kebanvakan ( 78%)
responden  menelapkan  keumungan
% i teruama umuk makanan
mengingal tingkat resikonyva  vanp
tinggl, Sedangkan 20%  menetapkan
keuntungar 23% dari bargn barane
biasanya adalah uniuk barang
dagangan berupa CI), VCD, dan kaser,
4% menetapkan keuntunpan 73%;,
Tingkat mabilitas para
responden cukup tingzl, hal ind reelibat
dari 48%  pars  responden  pernah
berpinduh-pindah  dalom  melakukan
akinvilas berdagang, 52% menpatakan
lidak pernab berpindab. Bahkan dar
8% responden  vang  berpindah
berdagang, melakukan mobilitas tidak
hanva sarn  kali, 21% melakukan
pindialy berdagans sebanvak 4-6 kali,
% melakukan pindah  berdag
sehanyak 1-3 kali. Perpindahan dalam
berdagany sanpat  dibutuhkan hiag
parda  pedagang  kaki lima  untuk
mengejar para pembeli.  Perubahan
kehijakan  pemerimah Kotz dalam
melakukan penertiban nampak  juga
berpengaruh  terhadap mobilitas
pedagang kaki lima, 25% responden
vang perpindab karena alasan untuk
menghindan petugas ketertibun dari
matuan  Polist Pamong Praja
Pemerintah  Kota Padang, 62%
berpindah  karena alasan  mencari

L LIS
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pembeli yang lebith ramai. sedangkan
3% berpindab karena digusur oleh
Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintab Kota Padang.

52,  Stratepi Pedapang Kaka

Lama Dalam
Mempertahankan
Eksistensinyu.

Persaingan diantara para
pedagang kaki hma sebenamya cukup
tinggi. ofeh karenz it diperlukan
usaha-usaha yang pigsh  dalam
memenangkan  persangan  dalam
memikat pembeli, Usaha  pedagang
untuk memenanpgkan persatngan
dilakukan dengan berbagai cora antar
lain dengan cara obral, menurunkan
harpa dibawah harga beli. memberikan
iaminan. Usaha-usaha tersebul intinya
odalah untuk mendapatkan vang tunal,
karema kalau tidak para  pedagang
tidak akan dapat nmuskan pada hari
tersebul,  Menarik  antuk  disimak
adalah Pbahwa responden berani
menmtberi  jamiman  terhadap  barmng
daganganva, Khususnya uniluk
pedapang CD, VCD, atau kasel, para
pedagang memberikan jaminan bahwa
Barang vang sudsh dibeli dapat ditekar
apabila rusak gambar ataw suaranya
setelal ditithat di rumah.

Usaha untuk mempertahankan
cksistensinva juga dilakukan dengan

Dampak Kebijokan Pembko Terhadap Pedagang Kaki Lima

Wakyu Pramono

cara mengerahkan sumberdaya
Leluarga untuk  membaniu wsahnyva,
Sebagian (62™) responden
mengeunakan tenapa kerja di kalanpan
keluarga atau sanak fBamilisva untuk
membanty usahanva., d44%
menggrunakan tenaga kerin di lua
keluarga atau sanak familinyva.

Resiko daganpan tidak  laku
merupakan hal yang harus ditanggung
oleh para  pedagane.  Kopdisi ind
apabita terpadt lerus menerus otkan
dapal membuat pedagang  bangkru,
Umtuk  wu  para pedageng perlu
melakukan penghemalan  dalam
mengpunakan keuntungan berdagang
agar dapat memalankan aktivilasnya
agar  Tlukluasi usahanya tidak
menyvebabkan kebangkrutan,
Disamping  itu,  menjags  hubungan
baik denpan pemilik modal (bos} atau
pembelh serta menabung. merupakan
strategl vang juga banyak dilakukan
aleh para pedagang dalam memaga
agar kegiatan  berdaganpgnyva  dapat
terus berjalan.

Disamping i, keonsistensi
dalam  menjual  jenis dapangan
nampaknyva juga merupakan cara vang
dilakukan oleh responden  untuk
menaga kegiatanya tetap dapat terus
berlangsung. Sebagian besar (94%)
responden  tidak  berganti jenis
dagangan yang dijual, 6% mengatakan

187
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berpanti  jenis dagangan. Hal i
scbenarnya memperfihatkan
kelermaban dari para pedapanp kaki
lima. karena nampak tidak responsive
terhadap perminlaan pasar. Kepiatan
pard  pedagang hanva terpaku  pada
Jenis  dagangan  vang telah  lama
ditekuni.  Meskipun alasan  vang
dikemukakan cukup rasional, hahwa
perpindahan  jenis  dagangan  bagl
responden  mempunvai resiko  tidak
laku  karena tidak mempunvai
pengalaman dalam hal tersebut. Akan
telapi  permintazn  pasar akan  jenis
daganpgan vang bersifal musiman pada
dasarnva akan memberikan
keuntungan  yang hesar karcna
hiasanva permintzan pasar akan lehih
lmggel bils dibandingkan dengan jenis
dagangan sehari-hari, sebingga harga
dapat dijual lebih tinggi,

Kemampuan untuk melakukan
lawar menawar (hargaering)  dan
bernegosiasi  dengan pihak di luar
pedagang kaki lima sanpo diperlukan
unluk mempertahankan cksistensinya,
akan tetapi paimpaknya hal e masih
belum disadari, Padabal kemamypuan
lersebul sangat diperlukan mengingat
para pedagang kaki lima sangat rawan
lerhadap pemerasan oleh para preman
atau  oknum Pemke Padang dan
penggusuiran oleh Pemerintah Kota
Padang, Para pedapang masih berjalan

188
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sendiri-sendiri  dalam  menghadapi
berbagai ancaman wvang dapat
mengganggu  cksistensinya  schingga
perlakuan sewenang-wenang terhadap
para pedagang tdak mampu dibindari
alag  dilawanya, Meskipun  seat i
terdapat  Persatuan  Pedagang  Kaki
Lima (PPKL) yang merupakan
OFgANISAST YANE anggotanya  seoua
pedagang  kaki lima ukan tetapi
sebapian  besar responden  {96%)
mengatakan tidak mempunvai
perkumpulan kettka ditanvakan, hanva
4% vang mengatakan mempunyai. Hal
it memeriihatkan bahwa PPRL
Lurang mampu  mensosialisasikan
keberadsan dan munfaatnya bagi para
pedagang.

53 Kehijakan Dalam
Menangani Pedagang
koaki Limu.

f¥inas Pasar merupakan
nslanst yang mengelela pasar-pasar
vang ada di Kota Padang termasuk
didalamnva para pedazang kaki lima.
Mekipun demikinn pada dasarnyva
belum ada Peraturan  Daerab vang
secarn khusus mengalur dimana para
pedapane  kaki  lima  dibolebhkan
berdagang. Secara umum  para
pedapgang kaki lima tidak
diperpolehkan herdagang i lempm-
lempat/Iokast vang dapat mengpangeu
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kepentingen umum dan lalu  lintas.
Akan tetzpi terjemahan Kepentingan
umuen il sangal relatil dan kadang-
kadang menurul kepentingan para
[T L S

Tempat-tempat vane  sclama
ini diperbolehkan oleh Dinas  Pasar
untuk  dipergunakan berdapang  kaki
ltma  adalah di  sepanjunyg  jalan
Sandang Panpan, di terminal oplet
Croan Hoal. Akan tetapl  kebijkan
inipun  tidak  sefaln konsisten
diterapkan. D1 sepanjang  jalan
Sandanz  Pangan menurut  rencana
1dizs P'asar hanya boleh digunakan
untuk pedagang kaki lima sepanjang &
m dari kit kanan jalan schingga di
tengah-tengah dapal digunakan
sebagat falu lintas, dalam kenyataan
jalan tersebut selalu penuh dengan
para pedagang kaki lima, sehingga
tdak dapat dilalul oleh mobil maupu
sepeda motor.  Sedangkan terminal
oplet Goan Hoat vang sejak ditetapkan
sebapai lokasi pedagang kaki lima
belum  pernah terlaksana  bahkan
sampal penelitian ini  selesal, tempat
tersebut malah difungsikan kembali
menjadi terminal oplet,

Uisaha-usaba vang  dilakukan
alehr Dinas  Pasar unluk  menjaga
ketertiban para pedagang kaki lima
dilakukan baik secara persuasif
maupun  represil.  Secara  persuasif

Dampck Kebifekan Pemko Terhadap Pedagang Kaki Lima

Wakyn Pramaonn

penertiban  dilakukan dengan cara
mensosialisasikan peraturan-peraturan
vang ada dalam mengatur pedagang
kak: lima, Secara represif, penertiban
dilakukan  secara terpadu  dengan
bekerja sama dengan instansi lerkail
vailu TNI atau Kepolisian. Hal ini
dilakukan wniuk mengantisipasi
upahila  terjadi  perlawanan  dalam
pelaksansan penertiban tersebut, Dinas
Pasar  hanva berwenang melakukan
penertiban di lingkungan area Pasar
Raya Padang. Sedangkan penertiban
di lwar daerah Pasar Rava Padang
merupakan tugas dari Polisi Pamong
Praja.

Meskipun para pedagang kaki
lima sering melakukan pelanggaran
dalam berdagang di tempat-tempat
vang dilarang, skan tetapi tidak semua
barang-barang dapangan disita.
Kebanvakan para pedapang  akan
mempertahankan barang daganganya
ppar tidak  disita. Disinilah  sering
terjadi tarik menarik antara pedagang
kaki lima dengan para petugas Dinas
Pasar yang dibantu oleh aparat
Kepolisian atau Polisi Pamong Praja.
Untuk itu bhiasanya dalam
pelaksananaan penertiban Dinas Pasar
akan bekerja sama dengan Kepolisian
dan Kejaksasn, Barang-baranp yang
dirasia tidak langsung digudangkan
akan tetapi diminia  para pedagang

igq
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untuk menebusnya pada sast itu, Para
pecdagang yang melanggar langsung
disidang dilempat  dan  ditentukan
dendanya pada saat itu, apabila pars
pedagang tidak mau membayar denda
maka kasusnya akan dilanjutkan ke
tingkat pengadilan.

Penyitann baranpg hanva
dilakukan apabila situasi dan
kondisinya benar-benar mengharuskan
untuk  disita.  Barang-barang  yang
disita akan ditaruh dipudang di Dinas
Pasar unuk scmentarz sampai pars
pedagang  menpambilnya  kembali
Pengambilan  burang-barang  vangp
disita  puda dasarmnva tidak dikenai
bizya, akan tetapi bupi pedagang veng
sudah berkali-kali barang dapanganya
ihisita. maka akan diminta membual
pernyalaan diatas kertas bersepeal,

Ketidakkonsistenan
pelaksanaun kebijakan ini sangal
merugikan para pedapang kaki lima.
karena mengpangpu ritme
perdaganpanya.  Sementara  para
pedagang  berdasarkan Perda No §
tahun 2002  diwajibkan  untuk
membayar  retribusi setiap  harinya
schesar Rp. 1000 untuk  penyvewsaan
tempat, keamanan Jdan  kebersibhan,
Akan  tetapi  hak-haknva  sebagai
pedagang  tdak  pernab  dijelaskan.
Pedagang  tidak tahu  pasti apakah
lokasi tempat berdagang tersebul legal

o

it Pembko Terhadup Pedagang Koki Lima

Walivu Pramono

atau tidak. Hal ini karena untuk tempat
vang sama bisa saja, suatu hari akan
mejadi tempal vang ilepal bagi para
pedagang. Hari-hari tersebut biasanva
pada hari-hari  jadi kota Padang, ada
pejabal pusat yang datang. Dengan
demikian tudingan bahwa pedagang
kaki lima tidak tertih pada dasamyva
akibat dari ketidakkonsisetnva
Pemerintah Kota  Padang  dalam
menetapkan lokasi para pedapgang koki
lima tersebut. Disamping iu, Dinas
Pasar tidak mampu  mengendalikan
mara “calo tempat™ umuk berdagang
vang dengan  seenaknya  menjual
lempat-tempat berdagang kepada para
pedagang  kaki lima oniuk  lokasi
berdagang. Para calo tempal  ini
hiasanya adalah tukang parkir.
preman, atau okoum  Dinas  Pasar
sendird,

Meskipun  retribusi secarn
resmi telah ditetapkan schesar Rp.
1) per  pedagang perhari dan
dipungut oleh Sub Dinas Pendapatan,
akan tetapi para pedagany masih harus
membayar  pungulan-pungutan  lain
vang tidak kuvasa ditolaknva. Sebagian
besar  pedagang  mengatzkan  harus
membavar pungetan diluar vang telal
ditentukan oleh Dinas Pasar tersebut,
Besar pungutan  bervariasi - antarg
BplO0n sampat Rpl0.000, Pungutan
tersebut diambil oleb para preman
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54. Pola Hubungan Pedagang
Sektor Informal Dengan
Pemerintah Kota Padang,

Pola hubungan antara
pedagang kaki lima dengan
pemeriniahan kota Padang  vanp
diwakili oleh Dinas Pasar nampak
sangal  formal. Huobungan formal
tersebul nampak dan ketalnyva aturan
formal vang diberfakukan bagi para
pedagang  kaki lima berdasarkan
Peraturan Daerah yang diberlukukan,
Sementara hubungan informal justro
dijalin olkeh oknum  pegawai  dinas
pasar  yang bertindak  sebagai calo
tempat atau tukang parkir yang lehih
menguasal arca untuk berdagang kaki
lima.

Para pedagang kaki lima pada
dasarnya adalah korban dari hubungan
vang tidak seimbang antara penglasa
dengan rakyal. Hal ini terlihat jelas
dari ketidakberdavaan para pedapang
Laki lima dalam menghadapi
PUNEEUSUTAN-PENZLUSUTEnN  Yang
tujuanya  hanva untuk ketertiban,
sesmanan. dan keindaban saja dengan
mengabaikan  kepentingan para
pedagang kaki lima. Sementara hak-
nak para pedagang cenderung
dizbaikan meskipun kewaiiban untuk
membayar retribusi  setiap harinva
terus dibayar. Oleh karena ilu para
pedapgang tidak merasa dilindungi oleh

Wahyu Pramona

Dinas Pasar, mereka lebih percaya
pacda para preman atau calo tempar
dalam hal meminta perlindungan
techadap keberlangsunegan
aklifitasnva.

35 Dampak Kehijakan
Pemerintah Kota Padang
Terhadap Pedagane Di
Sektor Informal,

Kebijakan Idinss Pasar Rava
terthadap para pedagang kaki lima
pada dasarnya hanya bersifat
pengaturan tempat berdapang.
Bebijakan tersebut diwujudkan dalum
berbagai bentuk  tindakan-tidakan
penertiban  dan  sosialisasi  berbagai
peraturan kepada para pedapang kaki
lima. Sedangkan pembinaan  vang
dilakukan pada dasarnya dalam rangka
agar para pedagang kaki lima tertib
dalam melaksanakan aktifitas
herdagang.  Selama  para  pedagang
kaki lima tidak melanggar area vang
disngeap mengpanpgeu etertiban dan
keindahan, maka para pedapgang kuki
lima aman dari pengpesuran.
Persoalanya  adalah  rempat-tempat
yang ramai dikunjungi oleh pembel;
adalah  tempat-tempal  dimana
kemungkinan besar akan mengaangpu
keindahan dan ketertiban  kota. Hal
inilah yang selalu menjadikan potensi
konflik antara pedagang kaki lima

18!

Jurnal Sosialogi SIGAT Vol VI, Na. 180, Seprember 2005



dengan petuzas Dinas Pasar

Penggusuran  sebagal  sarana
untuk  melakukan penertiban hagi
Dinas Pasar merupakan tindakan vang
kurang popuier i kalanpan  para
peagany kaki lma. Tindakan tersebut
disnpap hanyva sebagai tindakan uniuk
menvenanghan pejabal saja, Karena
dilakukan sccara tdak konsisten dan
dalam kerangka kebijakan yang lebib
luas dan komprehensif, Oleh karena
it tidak mencherankan apabila para
pedagang mengganppap bahwa tidak
wda wempat  vang  terlarang hap
pedapang kaki lima untuk melakukan
aktifitasnya. Bagi para pedapang kaki
lima,  keliahaian  dalam  membaca
stluasi yang diperlukan agar
aktifitasnya dapat berjalan tanpa harus
fergang e oleh petupas,

Pada umumnya para pedagang
kaki lima tidak vakin bahwa kebijakan
Pemenintah. Kota akan memberikan
dampak pada peningkatan penghasilan
mergka, Mercka babkan tdak taho
sama sckali apn sebenarnya kebijakan
vang ditetapkan oleh Pemerintah Kota
dalam membina para pedagans kaki
lira atau pedagang di sektor informal.
Para pedagang melihat  pemerintah
kota hanys berfungsi sebagai penjagsa
tata tertib dalam  berdagang  dengan
aktifitas penertiban dan
pengeusuranya, Apa vang  dilakokan

192
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aleh Pemerintah Kota dianggap hanya
merugikan para pedagang  saja.
Sementara  tlarpel retribusi o ovang
menjadi pendapatan ashi daerah (PAD)
merupakan alal yang dipakai oleh
pemerintah kota untuk memeras pars
pedapang  kaki lima tanpa  diikuti
dengan  pemberian bantuan  yang
bersitat melindungi dan meningkatkan
pendapatan.

Tidak adanva kebijakan Yang
bertujuan untuk meningkatkan
peridapalan para pedagang kaki lima
membawa  dampak  para  pedagang
kurang respek  terhadap  pemerintah
kota, Perlindungan  yang  dharapkan
oleh para pedapang kaki lima dari
pemeriniah  kota terhadop  Aukioasi
kegmatan  para  pedagang kaki lima
kurang dapat dipenuhi oleh
pemerintab, Denpan  demikian  para
pedagang  merasa  harus  berjuang
sendiri tanpa perlu mengharapkan
uluran tangan pemerintah kota, Oleh
Karena  itu sifat apatis  pedagang
terhadap kebijkan menveluruh dalam
pepataan kola ditanggapl dengan rasa
curiga olch para pedagang.  Kasus
pengalibfungsian terminal Goan Hoal
menjadi arcal pedagang kaki lima
tidak dapat dilaksanskan karena tidak
dilaksanakan secara  konsisten oleh
pemerintah kota,  Disamping it
pengalihfungsian  terminal  terscbhut
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dianpgap  mengabaikan  Kepentingan
para  pedagang  pasar raya secara
kescluruban  sehingga  menimbulkan
dema dan mogek buka toko oleh para
pemilik 1oko di seluruh Pasar Rava.
Akibatnya semenjak terminal anghol
Goan Hoat ditetapkan sehagai areal
pedagang  kaki lima belum pernah
dilaksanakan sampai sekaranp. bahkan
mialar bulan Juby lerrmimad lersebul
difunpgsikan kembali sebagai ferminal
angkot dan Bus Kota.

Ketidakkonsistenan
pemerimah kota dalam melaksanskan
kebijakan telsh membuoal pendapatan
para pedogange menjadi twdak  staml
Disamping  itu,  pedagang  menjadi
serine was-was  dalam menjalankan
aktifitasnya.

fi. Kesimpolan

Berdasurkan pada  wuraian
tersebut maka dapat  disimpulkan
bahwa pada dasarnva  kebijakan
pemeriniah kota vang konsisten dalam
menangant pedapang scktor informal
sangat  diperlukan  untuk  menjaza
kesinambungan aktifitasnya.
Pemerintah  kota dibarapkan  tilak
hanya berperan sehapai  penjags
ketertibun  akliftas para  pedagang
akan tetapl juga diharapkan berperan
sebapar pengavom dalam melindungi
keberadaan pedagane kaki  lima.

Waliyu Pramona

Melalut  peranya  tersebul  pedapuang
kaki lima akan merasz dilindungi dari
flutbast  kegiatanva  schingpa  akan
mecrasa aman dalam berdapang,
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